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MOTTO :

“ Jika Kita tidak bisa lagi mengetahui segala hal secara keseluruhan,

kita harus mengetahui sedikit mengenai segala sesuatu “,

(Blaise Pascal)

Intisari. Maret 1998, Majalah Bulanan untuk Umum Edisi XXVII Nomor 473, PT.

Intisari Mediatama. Jakarta.
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RINGKASAN

Ketentuan hukum kepailitan merupakan sarana hukum yang disediakan untuk
mengupayakan penyelesaian yang adil dalam masalah hutang piutang antara debitur
dengan para krediturnya. Setelah berlakunya PERPU No.1 Tahun 1998 Jo. UU No.4
Tahun 1998, maka badan peradilan yang diberikan kewenangan untuk mengadili
perkara-perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga.

Sedangkan selain badan-badan peradilan formal yang diselenggarakan oleh
negara, dalam lalu lintas hukum di Indonesia telah diakui cksistensi dari arbitrase
selaku peradilan partikelir atau swasta. [lal ini lebih dipertegas dengan adanya
yurisprudensi yang juga telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul  dari perjanjian yang mengandung klausula
arbitrasc, yang menycbabkan pengadilan tidak  berwenang lagi untuk mengadili
scngketa tersebut.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka skripsi ini disusun dengpan
Judul “ ANALISA YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI
PERKARA KEPAILITAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA ARBITRASE
DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (Studi Putusan Mahkamah
Agung No. 013 PK/N/1999) . Sedangkan permasalahan yang dibahas adalah
tentang  kewenangan mengadili  perkara kepailitan  yang mengandung  klausula
arbitrase dan juga dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.1. dalam putusan
No. 013 PK/N/1999.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk
memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ilukum
pada Fakultas [lukum Universitas Jember. Metode yang dipergunakan adalah
pendekatan  yuridis  normatif, menggunakan  sumber data sekunder, prosedur
pengumpulan  datanya adalah  studi kepustakaan sedangkan analisa datanya

menggunakan metode deskriptif kualitatif,

X1
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Perkara kepailitan ini berawal dari adanya perjanjian managemen "TURNKEY"
antara PT. ENINDO dengan pihak PT. Putra Putri Fortuna Windu. dan PPF
International Corporation Canada (selaku pihak pemberi proyek). Dalam perjanjian
tersebut dicantumkan klausula arbitrase. Sebelum Jjangka waktu perjanjian selesai,
pihak pemberi proyek dengan secara paksa dan sepihak telah mengakhirinya. Piutang
PT. ENINDO yang belum dibayar olch pihak pemberi proyek sebesar US$ 496,284
Karena piutangnya masih belum Juga dibayar, maka akhimya PT. ENINDO
mengajukan permohonan kepailitan atas PT. Putra Putri Fortuna Windu selaku
termohon I dan PPF International Corporation sclaku termohon 11 kepada Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat.

Pengadilan Niaga dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili
perkara  kepailitan  tersecbut karena adanya klausula arbitrasc dan menolak
permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO. Kemudian di tingkat
kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut dan
mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO.

Selanjutnya di tingkat peninjauan kembali. Mahkamah Agung membatalkan
putusan kasasi tersebut dan juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya
dengan pertimbangan bahwa kewenangan absolut dari arbitrase tidak dapat
mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara kepailitan
sesuai UU No.4/1998, sebagai UU khusus (special law).

Dari  permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU
No.4/1998, maka hanyalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk
mengadili perkara-perkara kepailitan. Sehingga tidak ada pengadilan atau lembaga
lain termasuk didalamnya arbitrase yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara
kepailitan sclain daripada Pengadilan Niaga.

Akhirnya disarankan bahwa hendaknya para hakim Pengadilan Niaga lcbih
memahami jiwa dan isi dari UU No.4/1998. agar di kemudian hari Pengadilan Niaga
tidak mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara

kepailitan yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun.

X1
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, suatu perusahaan tidak selalu dapat memenuhi sendiri
kebutuhan finansialnya yang diperlukan  dalam  rangka menjalankan  dan
mengembangkan usahanya. Sehingga merupakan hal yang wajar terjadi apabila suatu
perusahaan mempunyai hutang kepada lembaga atau perusahaan lainnya guna
mencukupi kebutuhan finansialnya tersebut. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah
merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar
kembali. Perusahaan yang begini biasa disebut perusahaan yang solvabel, artinya
perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu
perusahaan yang sudah tidak mampu membavar hutang-hutangnya lagi disebut
insolvabel, artinya tidak mampu membayar (Situmorang dan Soekarso, 1994:2),

Satu hal yang pasti dialami oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya
adalah adanya keuntungan dan kerugian. Dalam hal perusahaan  memperoleh
keuntungan, maka bukan tidak mungkin perusahaan akan mengembangkan usahanya
bahkan menjadi perusahaan raksasa. Sebahiknya apabila perusahaan menderita
kerugian, maka tidak menutup kemungkinan dengan kondisi keuangan yang sudah
sedemikian parah perusahaan tersebut selaku debitur tidak mampu lagi untuk
membayar hutang-hutangnya kepada para krediturnya bahkan mungkin perusahaan
terpaksa gulung tikar akibat kerugian yang dialaminya. Kondisi demikian dapat juga
terjadi terhadap perorangan yang melakukan usaha.

Debitur yang tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya kepada
para krediturnya, tentu saja akan membawa akibat yang sangat merugikan bagi para
krediturnya. Secara yuridis, seluruh harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan

bagi pembayaran hutang-hutangnya kepada para krediturnya. Untuk menjamin harta
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kekayaan debitur tidak dijadikan ajang perebutan oleh para krediturnya yang dapat
menimbulkan ketidakadilan, maka diberlakukan ketentuan hukum kepailitan sebagai
sarana hukum yang disediakan untuk mengupayakan penyelesaian yang adil dalam
masalah hutang piutang antara debitur dengan para krediturnya.

Setelah berlakunya PERPU No.1/1998 Jo. UU No0.4/1998, maka badan
peradilan yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan
adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga ini merupakan svatu pengadilan khusus
di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa
dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,

Sedangkan selain badan-badan peradilan formal yang disclenggarakan oleh
negara, dalam lalu lintas hukum di Indonesia Juga telah diakui eksistensi dari
arbitrase sclaku peradilan partikelir atau swasta, yang juga dapat dipergunakan
sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa apabila para pihak menghendakinya.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasarkan pada kesepakatan para pihak
yang memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjian yang dibuatnya

Dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, yurisprudensi juga telah mengakui
kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari
perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Schingga dengan dicantumkannya
klausula arbitrase dalam perjanjian dan suatu ketika timbul sengketa yang bersumber
dari perjanjian tersebut, maka yang berwenang mengadilinya adalah badan arbitrase
yang telah ditunjuk dalam perjanjian itu dan menyebabkan pengadilan tidak
berwenang lagi untuk mengadili sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah discbutkan di atas, maka dalam penyusunan
skripsi ini penyusun sangat fertarik  untuk  membahas lebih dalam tentang
kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase dalam

putusan peninjauan kembali (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 013 PK/N/1999).
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1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah di bidang hukum kepailitan yaitu
tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula
arbitrasc dan juga dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam putusan
No. 013 PK/N/1999.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas, maka
penyusun merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :
I. Siapakah yang berwenang mengadili perkara kepailitan yang mengandung
klausula arbitrase ?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam putusan
No. 013 PK/N/1999 ?

1.4 Tujuan Penulisan
Dalam setiap penulisan karya ilmiah pasti mempunyai tujuan tertentu yang
hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan yang

hendak dicapai terdiri atas dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
I Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang bermanfaat
bagi almamater, mahasiswa Fakultas Tukum. dan masyarakat pada umumnya.
3. Sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama

berada di bangku perkuliahan yang sifatnya (coritis dan menghubungkannya
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dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah scbagai
berikut :
I. Untuk menganalisa dan mengetahui tentang kewenangan mengadili perkara
kepailitan yang mengandung klausula arbitrase.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung
R.1. dalam putusan No. 013/PK/N/1999

1.5 Metode Penulisan

Supaya dalam penyusunan skripsi ini mempunyai nilai ilmiah yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya suatu metode
penulisan yang bersifat ilmiah pula. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini

dipergunakan metode penulisan scbagai berikut

1.5.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mengacu dan mengkaji

pada ketentuan hukum yang berlaku yang crat kaitannya dengan permasalahan yang
dibahas.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data
sekunder yang merupakan sumber data tertulis yang diperoleh dengan mengadakan
studi kepustakaan yaitu meliputi buku-buku literatur. peraturan perundang-undangan

dan majalah yang berkaitan erat dengan hukum kepailitan dan Jjuga arbitrase.
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini, maka penyusun
melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-
buku literatur, putusan-putusan pengadilan, Peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan majalah yang berkaitan erat dengan hukum kepailitan dan juga arbitrase.
Sehingga dapat diperoleh korelasi yang relevan yang dapat menunjang pemecahan

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif
kualitatif yaitu metode analisa vang dilakukan dengan mengolah data yang
memberikan pambaran atau uraian vang relevan dan diperlukan dalam menunjang
pemecahan permasalahan vang dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan, penyusun mempergunakan metode
deduktif yaitu cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang

bersifat umum menuju pernyataan yang lebih khusus.
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BAB I1
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perkara kepailitan ini berawal ketika PT. ENINDO berdasarkan perjanjian
managemen "TURNKEY" 30 Oktober 1995. telah menerima pekerjaan jasa
managemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur proyek tambak udang
milik  PT. Putra Putri Fortuna Windu. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati
bahwa pihak penerima pekerjaan (PT. ENINDO) akan membayari lebih dulu semua
pengeluaran untuk proyek tersebut. Dan PT. Putra Putri Fortuna Windu akan
mengganti  pembayarannya dengan menggunakan uang milik PPF International
Corporation, Canada sebagai pihak penyandang dana untuk proyek tersebut. Dalam
perjanjian managemen TURNKEY terscbut juga dicantumkan klausula arbitrase.

Perjanjian managemen TURNKEY tersebut berlaku selama 10 tahun sejak
30 Oktober 1995. Tapi tanpa ada alasan yang sah, pada 27 Juni 1997 pihak pemberi
proyek (PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation) dengan
secara paksa dan sepihak mengakhiri perjanjian tersebut dan mengambil alih semua
pekerjaan dari PT. ENINDO. Pihak PT. ENINDO mempunyai piutang yang belum
dibayar olch pemberi proyek sebesar US$ 496 284

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat sanggup
bayar dari PPF International Corporation kepada PT. ENINDO, maka PPF
International Corporation scbagai pihak penyandang dana untuk proyek dalam
perjanjian managemen TURNKEY telah menjanjikan kepada PT. ENINDO untuk
melunasi hutangnya sebesar US$ 496.284 tersebut dalam dua kali pembayaran yaitu
pada tanggal 5 Oktober 1998 sebesar US$ 250.000, dan pada tanggal 31 Desember
1998 sebesar US$ 246.284. Akan tetapi kesepakatan ini tidak ditepati dan setelah
ditegur beberapa kali, PT. Putra Putri Fortuna Windu maupun PPF International

Corporation belum juga membayar hutangnya tersebut.
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Ada kreditur lain yang juga mempunyai tagihan yaitu Kelompok Tani Tambak
FSSP masserociannae, yang diwakili oleh H. Andi Badarussamad (Ketua). Karena
hutangnya masih belum dibayar maka PT. ENINDO akhirnya mengajukan
permohonan kepailitan atas PT. Putra Putri Fortuna Windu selaku termohon I dan
PPF International Corporation selaku termohon I kepada Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat.

PENGADILAN NIAGA

Majelis hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya memberikan pertimbangan
hukum yang pada pokoknya vyaitu, bahwa dalam perjanjian managemen TURNKEY
tersebut diatur tentang penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam klausula
arbitrase. Sedangkan klausula arbitrase juga diberfakukan bagi Pengadilan Niaga
yang merupakan bagian dari peradilan umum. Oleh karena itu Pengadilan Niaga
dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut
karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjiannya dan menolak  permohonan
Kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO
MAHKAMAIT AGUNG (KASASI)

PT. ENINDO menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut dan mengajukan
permohonan kasasi. Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat kasasi menilai
bahwa dalam putusan Judex Facti ferdapat kesalahan dalam menerapkan hukum.
Dengan alasan yuridis bahwa perkara kepailitan tidak dapat diajukan kepada arbitrase
karena telah diatur secara khusus dalam UU No.4/1998 dan sesuai dengan pasal 280
ayat (1)nya maka yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan
Niaga. Sehingga putusan Pengadilan Niaga terscbut harus dibatalkan

Berdasarkan bukti yang diajukan, terbukti adanya hutang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih pada tanggal 5 Oktober 1998 dan 31 Desember 1998,
Mengenai syarat adanya dua atau lebih kreditur Juga terbukti. Maka seluruh
persyaratan pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 telah terpenuhi. Sehingga Mahkamah
Agung dalam putusan kasasinya mengadili sendiri dengan amar yang intinya

mengabulkan permohonan kepailitan vang diajukan oleh PT. ENINDO.
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MAHKAMAH AGUNG (PENINJAUAN KEMBALTI)

Termohon pailit (PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International
Corporation) menolak putusan kasasi terschut dan mengajukan  permohonan
peninjauan kembali dengan alasan peninjauan kembali, yaitu :
1.~ Dalam putusan kasasi terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum.

2. Adanya novum, berupa surat pernyataan dari H. Andi Badarussamad, yang
bertindak mewakili Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae, yang intinya
kelompok tani ini tidak mengkategorikan diri scbagai kreditur dalam perkara
kepailitan ini.

Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat peninjavan  kembali
memberikan pertimbangan hukum yang intisarinya bahwa -

Dalam putusan kasasi terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 UU
No0.4/1998, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan alasan peninjavan kembali
lainnya, maka putusan kasasi tersebut harus dibatalkan, dan yang berlaku adalah
putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadilinya
sendiri dengan pertimbangan bahwa kewenangan absolut dari arbitrase tidak dapat
mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara kepailitan
sesuai UU No.4/1998 sebagai undang-undang khusus (special law). Sehingga putusan
Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan
tersebut dengan alasan karena adanya klausula arbitrase harus dibatalkan.

Mengenai syarat adanya dua atau lebih kreditur tidak terpenuhi dalam perkara
kepailitan ini. Karcna para termohon masing-masing hanya memiliki scorang
kreditur, yaitu PT. ENINDO (pemohon 1) menjadi kreditur dari PPF International
Corporation (termohon 11) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae
(pemohon 1) menjadi kreditur dari PT. Putra Putri Fortuna Windu (termohon ).
Schingga syarat adanya dua atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal |
ayat (1) UU No.4/1998 tidak terpenuhi. Atas pertimbangan tersebut, maka Mahkamah
Agung dalam putusan peninjauan kembali menolak permohonan kepailitan yang
diajukan oleh PT. ENINDO.
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2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam

penyusunan skripsi ini adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.

(U5 ]

Kitab Undang Undang Hukum Perdata -
- Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi bahwa -

" Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi
tanggungan untuk segala perikatannya perscorangan "

- Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi bahwa -

" Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing,
kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan ".

- Pasal 1338 KUTI Perdata yang menyatakan bahwa -

" Semua perjanjian yang dibuat sccara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali
selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian  harus
dilaksanakan dengan itikad baik "

. Pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering (RV).

- UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman -

- Dalam memori penjelasan pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“ Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit
(arbitrase) tetap diperbolehkan ™.

UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
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2.3 Landasan Teori

Dalam penyusunan skripsi ini, landasan teori yang dipergunakan untuk

membahas permasalahan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Mengenai definisi kepailitan tidak ditemukan dalam undang-undang, Sehingga
para sarjana memberikan pengertian yang berlainan, namun secara prinsipil tidak
terlalu berbeda. Pengertian kepailitan menurut R. Soekardono dalam bukunya Hukum
Dagang lilid I yaitu penyitaan umum atas kckayaan si pailit bagi kepentingan semua
penagihnya, schingga Balai Harta Peninggalanlah  yang  ditugaskan dengan
pemeliharaan serta pemberesan boedel dari orang yang pailit. Selanjutnya menurut
Kartono dalam bukunya Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, bahwa kepailitan
adalah suatu sitaan dan cksekusi atas seluruh keckayaan si debitur untuk kepentingan
seluruh krediturnya bersama-sama yang pada waktu si debitur itu dinyatakan pailit
mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki
pada saat itu (Situmorang dan Sockarso. 1994:20).

Jadi berdasarkan delinisi yang diberikan di atas. maka dapat ditarik unsur-unsur
dari kepailitan sebagai berikut -

1. Adanya sita dan cksekusi atas seluruh kekayaan debitur.

3]

Sita itu semata-mata mengenai harta kckayaan.

3. Sita dan eksekusi itu untuk kepentingan para krediturnya bersama-sama.

Dari unsur-unsur tersebut dapatlah dipakai scbagai pedoman tentang pengertian
kepailitan.

Dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak mau
membayar hutangnya pada para krediturnya, maka dalam hal ini telah dipersiapkan
suatu sarana hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan
“Lembaga Kepailitan™. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai
realisasi dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Berdasarkan kedua pasal

tersebut, maka seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pembayaran
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hutang-hutangnya kepada para krediturnya dan apabila debitur lalai dalam memenuhi
kewajibannya maka kreditur diberikan hak untuk melakukan penjualan atau
pelelangan atas harta kekayaan debiturnya tersebut.

Dalam melakukan pembagian hasil penjualan (pelelangan) harta debitur itu,
tidak mustahil timbul pertentangan di antara para kreditur, yang disebabkan oleh
sikap debitur yang beritikad tidak baik. vaitlu menyembunyikan harta bendanya atau
menganakemaskan salah seorang krediturnya. Schingga kemungkinan ada kreditur
yang tidak mendapat apa-apa.

Untuk mencegah kemungkinan tersebut, maka lembaga kepailitan mempunyai
fungsi yang sangat penting, yaitu dengan kepailitan akan diadakan penyitaan umum
(cksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua
krediturnya, yang selanjutnya hasil penjualan (pelelangan) seluruh harta kekayaan
debitur tersebut akan dibagikan pada semua krediturnya secara seimbang (kecuali
bila di antara  krediturnya terdapat alasan  yang sah untuk  didahulukan
pembayarannya) di bawah pengawasan kurator vang telah ditunjuk untuk itu.

Kepailitan tidak hanya dapat dinyatakan pada manusia saja, melainkan badan
hukum pun dapat dinyatakan pailit. Dengan  dijatuhkannya putusan kepailitan
terhadap seorang debitur, maka sejak saat itu si debitur paihit tidak lagi dapat berbuat
bebas  untuk  melakukan tindakan pengurusan  dan  penguasaan  (beheer cn
beschikkingsdaden) atas seluruh harta kekayaannya. Selanjutnya yang berwenang
untuk melakukan Pengurusan harta atau boedel pailit tadi. termasuk melunasi hutang-
hutang si pailit terhadap para krediturnya yang berasal dari penjualan (pelelangan)
boedel pailit tadi adalah kuratornya. Kurator inilah yang melanjutkan usaha sehari-
hani dari si pailit. Tetapi si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan
hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, sepanjang dengan
perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi harta (boedel) si pailit.
Tetapi bila justru akan merugikan boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel

dan kurator dapat mengemukakan kebatalan atas perbuatan hukum tersebut. Tindakan
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kurator ini dalam hukum perdata disebut Actio Pauliana (pasal 1341 KUH Perdata Jo.
Pasal 41 sampai dengan pasal 52 UU No.4/ 1998).

Jadi meskipun debitur berada dalam keadaan pailit, ia tetap cakap untuk
melakukan perbuatan hukum, hanya saja kecakapannya tersebut dibatasi, yaitu ia
tidak dapat berbuat bebas dan tidak dapat pula menjaminkan barang-barang yang ia
miliki atau peroleh selama ia berada dalam keadaan pailit, meskipun debitur pailit
selama barang-barang itu belum dijual adalah tetap pemilik barang-barang tersebut.
Karena terhadap barang-barangnya itu melekat sitaan kepailitan dan satu-satunya
yang dapat berbuat bebas terhadap barangnya itu hanyalah kuratornya. Sitaan tersebut
tidak dapat diganggu gugat oleh perbuatan-perbuatan si pailit.

Oleh karena itu kepailitan hanyalah semata-mata mengenai kekayaan si pailit
dan bukan pribadinya. Schingga si pailit masih tetap dapat melaksanakan hak-haknya
yang lain, artinya hak-hak yang tidak mengenai kekayaannya, seperti hak-hak yang ia
miliki sebagai kepala keluarga dan sebagainya. Meskipun debitur secara teoritis
mengenai pribadi tidak terpengaruhi oleh kepailitan itu, tetapi secara praktis dengan
dinyatakannya scorang debitur berada dalam keadaan pailit, maka selain merugikan
keuangannya juga dapat mencemarkan nama baik debitur tersebut dalam masyarakat
dan juga dalam dunia usaha apabila debitur seorang pengusaha.

Ketentuan  hukum  kepailitan  diatur  dalam Faillisements ~ Verordening
Stb Tahun 1905 No.217 Jo. Stb Tahun 1906 No.348. Dan pada tahun 1998,
pemerintah telah mengeluarkan PERPU No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang Undang Tentang Kepailitan, yang sclanjutnya dijadikan UU No.4 Tahun
1998 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 1998 ‘Tentang Perubahan Atas undang-
Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Mengenai sistematika yang
dipakai dalam perubahannya adalah dengan melakukan perubahan Jika perlu dan
menambah berbagai ketentuan baru dalam undang-undang yang sudah ada yaitu
Faillisements Verordening (Gautama, 1998:8). Jadi ketentuan dalam undang-undang
kepailitan yang lama (Faillisements Verordening) saat ini masih tetap berlaku

sepanjang mengenai suatu materi yang tidak diubah ataupun ditambah dalam PERPU
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No.1 Tahun 1998 Jo. UU No.4 Tahun 1998 Seiring dengan itu juga telah dibentuk
suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dikenal dengan nama
"Pengadilan Niaga" yang khusus mengadili berbagai sengketa tertentu di bidang

perniagaan termasuk bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2.3.2 Persyaratan Untuk Dinyatakan Pailit

Agar pihak debitur dapat dinyatakan pailit, maka seorang debitur haruslah
memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana telah ditentukan dalam
undang-undang kepailitan yang berlaku. Dalam PERPU No.1 Tahun 1998 Jo. Uy
No.4 Tahun 1998 ketentuan tentang persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit,
diatur dalam pasal | ayat (| )nya yaitu sebagai berikut -

a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur -
b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih.

Sesuai dengan maksud kepailitan yaitu bahwa kepailitan pada dasarnya
bertujuan untuk membagikan hasil penjualan semua harta kckayaan debitur secara
seimbang kepada semua krediturnya, maka lembaga kepailitan hanya ada rasionya
bila debitur memiliki lebih dari seorang kreditur. Keberadaan lebih dari seorang
kreditur ini dikenal dengan nama konscp tentang Concursus Creditorium (Setiawan,
1998:96). Sesuai rasio kepailitan tersebut maka debitur hanya mungkin dinyatakan
pailit jika debitur memiliki lebih dari scorang kreditur. Pendirian ini dianut secara
konsisten baik dalam Faillissements Verordening maupun dalam bentuknya
sebagaimana telah dirubah dalam PERPU No. 171998 Jo. UU No.4/1998.

Berdasarkan perumusan pasal | ayat (1) UU No.4/1998 di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak disyaratkan bagi debitur tidak membayar pada semua
krediturnya, syaratnya cukup bila debitur memiliki lebih dari seorang kreditur dan
debitur tidak membayar kepada sedikitnya satu orang krediturnya yang piutangrya

telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Setiawan, 1998:97).
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Dalam pasal 6 ayat (3) UU No.4/1998 dinyatakan bahwa permohonan pailit
harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana
bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit scbagaimana dimaksud dalam pasal |
ayat (1) telah terpenuhi. Maksud pembuktian sccara sederhana atau sumir atas
persyaratan untuk dinyatakan pailit tersebut adalah bahwa hakim Pengadilan Niaga di
dalam memeriksa dan menentukan apakah debitur yang dimohonkan pailit telah
memenuhi atau tidak persyaratan untuk dinyatakan pailit, maka ia tidak petlu terikat
dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara
perdata.

Berkenaan dengan sifat sederhananya pemeriksaan permohonan  kepailitan
maka tentunya sangat diharapkan sikap yang aktif dari hakim untuk sedapat mungkin
mendengar secara scksama kedua belah pihak (debitur dan kreditur) di depan
persidangan dan berusaha mendamaikan (akur) diantara keduanya. Sehingga akan
dapat dicegah kemungkinan dijatuhkannya putusan kepailitan, yang sesungguhnya

kurang dapat dipertanggungjawabkan (Asikin, 199131 );

2.3.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan

Menentukan tentang siapa vang dapat mengajukan permohonan kepailitan
adalah sangat penting sckali untuk adanya kepastian hukum. Schingga hal ini akan
mencegah adanya penyalahgunaan hak. maksudnya orang yang tidak berhak atau
tanpa mendapat kuasa untuk itu kemudian mohon putusan patlit (Situmorang dan

Sockarso, 1994:43).

Selanjutnya mengenai pthak-pihak yang dapat mengajukan permohonan
kepailitan telah diatur dalam pasal 1 UU No.4/1998 yaitu :

a. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih
kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun

atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
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b. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa permohonan sebagaiman dimaksud dalam ayat
(1), dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

c. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal menyangkut debitur yang merupakan
bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

d. Dalam ayat (4) dinyatakan bahwa dalam hal menyangkut debitur yang merupakan
perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal.

Untuk lebih jelasnya mengenai pthak-pihak yang dapat mengajukan
permohonan kepailitan scbagaimana telah diatur dalam pasal 1 UU No.4/1998, maka
akan diuraikan di bawah ini secara satu persatu, yaitu scbagai berikut -

1. Debitur sendiri

Permohonan kepailitan dapat juga diajukan olch debitur sendiri apabila ia tidak
mempunyai harapan untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang-
hutangnya pada para krediturnya. Berdasarkan UU No.4/ 1998, maka permohonan
kepailitan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Oleh karena Pengadilan Niaga baru
dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat scbagai yang berwenang untuk
memeriksa perkara kepailitan, maka untuk sementara wakiu semua permohonan
kepailitan hanya dapat diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Gautama,
1998;19).

/ Permohonan kepailitan yang diajukan olch debitur sendiri ini tentu Jarang sckali
terjadi, sebab seperti diketahui bahwa akibat dari kepailitan adalah akan membawa
aspek tercemar nama baiknya dalam masyarakat, dan bila debitur adalah seorang
pengusaha maka akan mempengaruhi nama baiknya di dalam dunia perdagangan.

2. Seorang kreditur atau lebih

Apabila terdapat seorang kreditur atau lebih mengajukan  permohonan
kepailitan, maka harus memenuhi persyaratan bahwa hak menuntutnya terbukti.
Pembuktian mengenai ada tidaknya hak menuntut dari kreditur dilakukan secara

sederhana atau sumir.
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Meskipun sistem pembuktiannya menurut ketentuan hukum kepailitan bersifat
sederhana atau sumir yaitu sistem pembuktian yang tidak terikat pada pasal 1866
KUH Perdata, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Akan
tetapi tidak tertutup jalan bagi hukum untuk memanggil para pihak untuk didengar
keterangannya di depan hakim mengenal ada atau tidaknya kreditur mempunyai
piutang pada debitur (Situmorang dan Soekarso. 1994:44 ).

Pengaturan mengenai permohonan kepailitan dapat diéjukan oleh satu atau
lebih kreditur diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998. Dengan ketentuan
tersebut, maka scorang kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan atas
debiturnya, asalkan debitur itu mempunyai kreditur lain disamping kreditur yang
mengajukan permohonan kepailitan itu dan debitur tersebut tidak membayar
sedikitnya satu hutang yang telah Jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini dalam
praktek juga banvak ditemui karena tidak melanggar ketentuan undang-undang
kepailitan yang berlaku.

Jadi dalam pasal | ayat (1) UU No.4/1998. tidak dipermasalahkan mengenai
berapa orang  kreditur yang  dapat mengajukan  permohonan  kepailitan  pada
debiturnya. Schingga permohonan kepailitan dapat diajukan baik oleh seorang
krediturnya saja ataupun oleh lebih dari satu orang krediturnya. Yang penting bahwa
debitur yang dimintakan pailit itu mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3. Kejaksaan untuk kepentingan umum

Mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan
kepailitan terhadap scorang debitur dengan alasan untuk kepentingan umum, diatur
dalam pasal 1 ayat (2) UU No.4/1998. Dalam UU No.4/1998 tidak diberikan
penjelasan yang pasti tentang bagaimana batasan "Kepentingan Umum" tersebut.
Schingga penafsirannya diserahkan pada doktrin dan Jurisprudensi. Berdasarkan
keputusan Hol Amsterdam 9 November 1922, N.I. 1923171, alasan kepentingan
umum itu ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan ada kepentingan-kepentingan

perseorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat lebih umum dan lebih serius
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yang memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau alat perlengkapan negara
(Situmorang dan Soekarso, 1994:49).

Keterlibatan Jaksa dalam perkara perdata bukanlah sesuatu yang asing didalam
sistem hukum Indonesia. Jadi keterlibatan Jaksa dalam urusan kseperdataan
merupakan pengecualian terhadap tugas dan wewenang kejaksaan yang khusus
menangani persoalan-persoalan pidana (Asikin, 1991 :35).

4. Bank Indonesia

UU No.4/1998 memuat perubahan yang menentukan persyaratan khusus bagi
debitur badan hukum yang mcrupakan bank dan debitur badan hukum yang
merupakan perusahaan efek.

Apabila pihak debitur vang hendak dipailitkan adalah suatu bank, maka
permohonan kepailitan terhadap debitur tersebut hanya dapat diajukan oleh Bank
Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal | ayat (3) UU No.4/1998. Sehingga para
kreditur dari suatu bank tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan atas bank
yang bersangkutan. Tetapi Bank Indonesia scbagai pengawas di bidang perbankan
adalah yang diberi tugas untuk raclakukan pengajuan permohonan kepailitan tersebut.

Dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) UU No.4/1998 hanya diberikan definisi
mengenai "bank”, tetapi tidak diberi motivasi lebih lanjut mengapa bank ini harus
dinyatakan pailit hanya melalui permohonan dari Bank Indonesia. Dalam penjelasan
tersebut dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana yang dimaksud dalam
UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

5. Badan Pengawas Pasar Modal

Apabila yang menjadi debitur dan hendak dipailitkan ini merupakan perusahaan
efek, maka permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal (BAPEPAM). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) UU No.4/1998. Dan
merupakan suatu hal yang baru yang tidak ditemui dalam undang-undang kepailitan

lama (Faillissements Verordening).
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Mengenai permohonan kepailitan terhadap debitur berupa perusahaan efek yang
hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM ini berhubungan erat dengan pengawasan atas
pasar uang dan modal yang dilakukan olch BAPEPAM sesuai dengan perundang-
undangan khusus di bidang ini. Dalam penjelasan pasal | ayat (4) UU No.4/1998
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perusahaan Efek" adalah pihak yang
melakukan kegiatan scbagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau
manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam UU No.8/1995 Tentang Pasar
Modal.

2.3.4 Pengertian Arbitrase Dan Klausula Arbitrase

Artbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh seorang atau
beberapa orang (vang disebut arbiter) yang ditunjuk sendiri oleh para pihak yang
bersengketa di luar jalur pengadilan (extra judicial). Sehingga arbitrase ini merupakan
peradilan partikelir atau swasta yang juga dapat dipergunakan sebagai forum untuk
menyelesaikan sengketa apabila para pihak yang bersengketa menghendakinya.

Eksistensi dari arbitrase dalam lalu lintas hukum di Indonesia juga diakui. I1al
ini dapat dilihat dalam memori penjelasan pasal 3 ayat (3) UU No. 14 /1970 Tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. yang menyatakan bahwa :

“ Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit
(arbitrase) tetap dibolehkan .

Sedangkan peraturan yang berlaku bagi arbitrase diatur dalam Pasal 615 sampai
dengan pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering (RV),

Selain pengertian arbitrase, yang perlu dijelaskan adalah mengenai klausula
arbitrase. Karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat. Adanya lembaga
arbitrase yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan  antara para pihak
disebabkan karena para pihak tersebut dalam perjanjian yang dibuatnya juga
mencantumkan klausula arbitrase. Dan klausula arbitrase itu sendiri merupakan
ketentuan atau pasal dalam suatu perjanjian antara para pihak untuk menyerahkan

perselisihan antara mereka kepada suatu badan independen yang diberi kewenangan
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untuk menjatuhkan suatu putusan yang mengikat para pihak yang bersangkutan.

Bentuk badan arbitrase yang akan mengadili sengketa yang timbul dari
perjanjian yang mengandung klausula arbitrase ada dua macam, yaitu dapat
berbentuk arbitrase ad hoc atau dapat berbentuk arbitrase institusional. Arbitrase ad
hoc ini pembentukannya bersifat insidentil yang hanya untuk menyelesaikan satu
sengketa tertentu. Jadi setelah selesai tugasnya memutus sengketa tertentu tersebut
arbitrase ad hoc ini akan dibubarkan. Sedangkan arbitrase institusional merupakan
badan arbitrase permanen, contohnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
yang didirikan sejak tahun 1977 olech KADIN (Kamar Dagang dan Industri
Indonesia).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasari asumsi bahwa penyelesaian
sengketa melalui pengadilan umum dianggap cenderung relatif lambat, misalnya
terbukanya upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga jalannya proses
penyelesatan sengketa menjadi berliku-liku dan memakan waktu yang lama, bisa
setahun bahkan puluhan tahun, Belum lagi bila muncul upaya atau proses lain seperti
intervensi atau perlawanan pihak kctiga yang menyebabkan penyelesaian sengketa
melalui proses pengadilan menjadi semakin rumit dan panjang. Kenyataan itu jelas
tidak sesuai dengan gerak dinamis dunia bisnis yang menghendaki proses
penyelesaian sengketa sccara cepat dan efisien, Berdasarkan pertimbangan terscbut
maka timbul apa yang dinamakan “Lembaga Arbitrase™, yang bercirikan proses
penyelesaian sengketa vang sederhana dan cepat serla prosesnya yang berlangsung
secara tertutup (confidential) untuk menjaga kerahasiaan sengketa antara para pihak
yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis guna menjamin kepercayaan (kredibilitas)
dan bonafiditas para pengusaha. Sehingga dewasa ini hampir semua kontrak bisnis
yang dibuat oleh para pengusaha mencantumkan juga klausula arbitrase didalamnya.

Dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, yurisprudensi juga telah mengakui
kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari
perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Jadi dengan dicantumkannya

klausula arbitrase dalam suatu petjanjian oleh para pihak yang membuatnya, dan
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suatu ketika timbul sengketa yang bersumber dari perjanjian tersebut, maka yang
berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yamg mengandung
klausula arbitrase tersebut adalah badan arbitrase yang telah ditunjuk dalam
perjanjian itu dan menyebabkakan pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili
sengketa mereka (Setiawan, 1992:12).

Pemikiran atau pendirian ini bertitik tolak dari asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana
diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

© Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain
dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan
oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik™.

Yurisprudensi tentang hal tersebut antara lain dapat ditemui dalam Putusan
MA No.225 K/Sip/1976. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut ditegaskan
bahwa setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dengan sendirinya
terikat kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang
timbul dari perjanjian.

Akan tetapi tidak semua sengketa atau perkara perdata dapat diajukan
penyelesaiannya kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta, terutama
terhadap sengketa atau perkara perdata yang berkaitan dengan ketertiban atau
kepentingan umum. Schingpa dalam hal ini pengadilan tetap berwenang mengadili
sengketa atau perkara vang diajukan kepadanya meskipun mengandung klausula
arbitrase. Hal ini nampak dalam putusan MA Reg. No.1205 K/Pd/1990. Dalam
putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum kontrak impor
gula antara  Yani Haryanto seclaku importir  gula  Indonesia deéngan
E.D & F.man (Sugar) Ltd. Selaku cksportir gula dari Inggris, karena telah melanggar
KEPPRES No0.43/1971 dan KEPPRES No0.39/1978 yang menyebutkan bahwa
salu-satunya instansi yang berwenang mengimpor gula pasir ke dalam wilayah

Indonesia hanyalah BULOG. Sehingga secara yuridis klausula arbitrase yang terdapat
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dalam kontrak impor gula tersebut Juga menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu

pengadilan berwenang mengadili sengketanya.

2.3.5 Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali (Request Civil) adalah suatu upaya untuk memeriksa atau
mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya
cksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Darwan Prinst,1996:222).

Mengenai upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara-perkara kepailitan,
maka segala ketentuan umum mengenai acara dan persyaratan peninjavan kembali
sebagaimana dicantumkan dalam pasal-pasal dari peraturan yang mendasari acara
"request civil” tetap diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-
undang kepailitan yang berlaku (UU No.4/1998),

Berkaitan dengan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan
atas permohonan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan Niaga, maka
dalam pasal 8 ayat (1) UU No.4/1998 dinyatakan bahwa upaya hukum yang dapat
dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke
Mahkamah Agung. Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa keberadaan upaya
hukum banding dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-
undang kepailitan lama (Faillissements Verordening) telah dihapuskan dalam UL
No0.4/1998. Schingga dengan demikian terhadap putusan atas permohonan pernyataan
pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum
banding, tetapi langsung dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Selanjutnya dalam pasal 11 UU No.4/1998 dinyatakan bahwa terhadap putusan
atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dapat diajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Jadi ada kemungkinan
seorang debitur yang sudah dinyatakan pailit dan pailit ini sudah diperiksa oleh
Mahkamah Agung serta dikuatkan, tetapi kemudian bisa diajukan upaya peninjauan

kembali. Putusan kepailitan ini bisa ditinjau kembali atas dasar-dasar tertentu dan
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hasilnya mungkin bahwa putusan kepailitan tersebut dibatalkan.

Dalam pasal 286 ayat (1) UU No.4/1998 dirumuskan bahwa terhadap putusan
pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan
peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Jadi dengan demikian peninjauan
kembali tidak saja dapat diajukan terhadap putusan kasasi yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, tetapi dapat juga diajukan terhadap putusan pengadilan di
tingkat pertama (Pengadilan Niaga) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
karena terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak digunakan upaya hukum
kasasi.

Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara
kepailitan diatur dalam pasal 286 ayat (2) UU no.4/1998, yaitu apabila :

a. ‘Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap
persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau

b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam
penerapan hukum.

Tentang tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjavan kembali
berdasarkan alasan adanya bukii tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat
(2) huruf a di atas dilakukan dalam Jjangka waktu paling lambat 180 hari terhitung
sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan
hukum tetap (pasal 287 ayat (1) UU No.4/1998), Sedangkan pengajuan permohonan
peninjauan kembali berdasarkan alasan huruf b dari pasal yang sama, maka tenggang
waktunya paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan
peninjauan kembali tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 287 ayat (2)
UU No.4/1998).

Permohonan peninjauan kembali disampaikan pada panitera Pengadilan Niaga
dan unmk selanjutnya panitera tersebut menyampaikan  permohonan peninjauan
kembali kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung

sejak tanggal permohonan didaftarkan.
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Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan
pada panitera Pengadilan Niaga bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan
permohonan peninjauan kembali dan kepada termohon diberikan salinan permohonan
peninjauan  kembali berikut  bukti pendukung  yang bersangkutan pada tanggal
permohonan didafiarkan. Hal tersebut dapat juga dilakukan oleh panitera Pengadilan
Niaga dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 Jam terhitung sejak permohonan
didaftarkan. Sedangkan termohon dapat mengajukan Jawabannya dalam waktu 10
hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam pasal 289 U N0.4/1998, dinyatakan bahwa dalam Jangka waktu paling
lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan peninjauan kembali diterima oleh
Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan
keputusan atas permohonan peninjauan kembali tersebut. Selanjutnya putusan atas
permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum. Dan dalam jangka waktu paling lambat 32 hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima oleh panitera Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung
wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang

memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.
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PEMBAIIASAN

3.1 Tentang Kewenangan Mengadili Perkara Kepailitan Yang Mengandung
Klausula Arbitrase

Permasalahan tentang kewenangan  mengadili perkara  kepailitan  yang
mengandung klausula arbitrase ini scbenarnya bermuara pada pertanyaan pokok yaitu
apakah Pengadilan Niaga vang berwenang mengadili perkara kepailitan yang
mengandung klausula arbitrase tersebut, sehab UU No 4/ 1998 Tentang Penctapan
PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
Menjadi Undang-Undang, telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga
untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan
pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ataukah dalam hal ini menjadi
kewenangan dari badan arbitrase yang telah ditunjuk dalam perjanjian yang menjadi
dasar timbulnya perkara kepailitan tersebut, sebagai konsekuensi dicantumkannya
klausula arbitrase dalam perjanjian. Sebab  yurisprudensi Juga telah mengakui
kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa vang timbul dari
perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, yang menyebabkan pengadilan tidak
berwenang lagi untuk mengadili sengketa terscbut. Schingga dalam hal ini
Pengadilan Niaga tidak berwenang lagi untuk mengadili petkara kepailitan yang
diajukan kepadanya karena mengandung klausula arbitase.

Berkaitan dengan hal di atas maka untuk lebih memudahkan dalam memahami
dan mengetahui siapakah yang lebih berwenang untuk mengadili perkara kepailitan
yang mengandung klausula arbitrase. maka perlu kiranya sebelum membahas lebih
dalam tentang permasalahan di atas akan terlebih dahulu dipaparkan secara satu
persatu dibawah ini tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan dan Jjuga
lentang  kewenangan mengadili  sengketa yang timbul dari perjanjian yang

mengandung klausula arbitrase.

24
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a. Kewenangan mengadili perkara kepailitan

Ketentuan hukum kepailitan merupakan sarana hukum yang disediakan untuk
mengupayakan penyclesaian yang adil dalam masalah hutang piutang antara debitur
dengan para krediturnya. Ketentuan hukum kepailitan ini diatur dalam Faillissements
Verordening atau U ndang-Undang tentang Kepailitan, sebagaimana dimuat dalam Stb
Tahun 1905 No.217 Jo. Stb Tahun 1906 No.348. Dan pada tahun 1998, pemerintah
telah mengeluarkan PERPU No. 1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Tentang Kepailitan. Yang selanjutnya dijadikan undang-undang, vaitu UU No.4/1998
Tentang Penctapan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang,
Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Apabila disimak dalam PERPU No.1/1998 Jo. Ul No.4/1998 maka didalamnya
terdapat beberapa perubahan penting. Salah satu perubahan penting tersebut adalah
yang berkaitan dengan pengadilan vang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara kepailitan. Sebelum berlakunya PERPU No.1/1998 Jo.
UU No.4/1998 maka untuk perkara-perkara kepailitan yang berwenang memeriksa
dan mengadilinya di tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri. Sedangkan sejak
berlakunya PERPU No.1/1998 Jo. UU No.4/1998 maka untuk perkara-perkara
kepailitan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya di tingkat pertama adalah
Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga ini merupakan suatu pengadilan khusus di
lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan
memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,

Menurut pasal 281 UU No.4/1998 ditentukan bahwa untuk pertama kalinya
dengan undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Sedangkan pembentukan Pengadilan Niaga di tempat lainnya akan
dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, serta dengan memperhatikan
kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu sampai

dengan terbentuknya Pengadilan Ntaga di tempat lainnya, maka untuk semua perkara-
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perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga akan diperiksa dan

diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

b. Kewenangan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang
mengandung klausula arbitrase

Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh seorang atau
beberapa orang (yang disebut arbiter) yang ditunjuk sendiri oleh para pihak yang
bersengketa, di luar jalur pengadilan (extra judicial), Penyelesaian sengketa melalui
arbitrase ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang memasukkan klausula
arbitrase dalam perjanjiannya. Klausula arbitrase adalah suatu ketentuan atau pasal
dalam suatu perjanjian antara para pihak untuk menyerahkan perselisihan atau
sengketa yang timbu! antara mercka kepada suatu badan independen yang diberi
kewenangan untuk menjatuhkan suatu putusan yang mengikat para pihak yang
bersangkutan.

Eksistensi dari arbitrase dalam lalu lintas hukum di Indonesia juga diakui. [1al
ini dapat dilihat dalam memori penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No.14/1970 Tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kcehakiman, yang menyatakan bahwa -

“ Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit
(arbitrase) tetap diperbolehkan™.

Sedangkan peraturan vamg berlaku bagi arbitrase diatur dalam pasal 615 sampai
dengan pasal 651 RV (Reglement op de Rechtsvordering).

Adapun ruang lingkup materi sengketa atay perkara perdata yang dapat
diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase diatur dalam pasal 615 ayat (1) RV.
yang menentukan bahwa tidak semua perselisihan mengenai hak pribadi dapat
diserahkan penyelesaiannya kepada peradilan wasit, melainkan hanya hak-hak pribadi
yang sepenuhnya dapat dikuasai olch para pihak saja (Sockardono, 1993:196).

Dalam praktek dunia peradilan di [ndonesia, yurisprudensi juga telah mengakui
kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari
perjanjian yang mengandung  klausula arbitrase. Jadi dengan dicantumkannya

klausula arbitrase dalam suatu petjanjian oleh para pihak yang membuatnya, dan
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suatu ketika timbul sengketa vang bersumber dari perjanjian tersebut, maka yang
berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung
klausula arbitrase tersebut adalah badan arbitrase vang telah ditunjuk dalam
perjanjian itu dan menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili
sengketa mereka (Setiawan, 1992-] 2

Pemikiran atau pendirian ini bertitik tolak dari asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana
diatur dalam pasal 1338 KU1 Perdata yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya, petjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain
dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan
oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, Perjanjian-perjanjian  harus
dilaksanakan dengan itikad baik”.

Yurisprudensi tentang  hal tersebut antara lain dapat ditemui dalam Putusan
MA No.225 K/Sip/1976. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut ditegaskan
bahwa setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dengan sendirinya
terikat kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang
timbul dari perjanjian,

Akan tetapi  tidak semua sengketa perdata dapat diajukan penyelesaiannya
kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atay Swasla, lerutama terhadap sengketa
perdata yang berkaitan dengan ketertiban atau kepentingan umum. Sehingga dalam
hal ini pengadilan tetap berwenang mengadili sengketa yang diajukan kepadanya
meskipun mengandung klausula arbitrase. Hal ini nampak dalam putusan MA Reg,.
No.1205 K/Pd1/1990. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan batal
demi hukum kontrak impor gula antara Yani Haryanto selaku importir gula Indonesia
dengan ED & F.man (Sugar) Ltd. Selaku eksportir gula dari Inggris, karena telah
melanggar KEPPRES No.43/1971 dan KEPPRES No.39/1978 yang menyebutkan
bahwa satu-satunya instansi yang berwenang mengimpor gula pasir ke dalam wilayah
Indonesia hanyalah BULOG. Schingga secara yuridis klausula arbitrase yang terdapat
dalam kontrak impor gula tersebu Juga menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu

pengadilan berwenang mengadili sengketanya.
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Dari seluruh uraian di atas, maka dapat diketahui ruang lingkup sengketa atau

perkara perdata yang dapat diajukan penyelesaiannya baik kepada Pengadilan Niaga
maupun kepada arbitrase. Sehingga dikaitkan dengan permasalahan tentang
kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase, maka
dapatlah dipaparkan disini bahwa tidak semua jenis sengketa perdata dapat diajukan
penyelesaiannya kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta. Materi
sengketa perdata yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase telah diatur
dalam pasal 615 ayat (1) RV yang menentukan bahwa
“ Tidak semua perselisihan mengenai hak pribadi dapat diserahkan penyelesaiannya
kepada peradilan wasit, melainkan hanya hak-hak pribadi yang sepenuhnya dapat
dikuasai oleh para pihak saja .
Adapun yang dimaksud dengan hak pribadi di sini ialah hak-hak yang untuk
menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum
(Sockardono, 1993:196). 1lak pribadi tersebut dalam teori hukum disebut juga hak
nisbi atau relatif yaitu hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian. Hak ini hanya
berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian saja, dan tidak berlaku bagi
pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian tersebut. Sehingga dikatakan bahwa
hak pribadi tersebut sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak saja, sebab untuk
penyelesatan dari perselisihan tentang hak pribadi yang timbul dari perjanjian itupun
Juga hanya berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menimbulkan
perselisihan terscbut. Oleh karena itu para pihak juga diberikan kebebasan untuk
mengajukan atau menyerahkan penyelesaian dari perselisihan tentang hak pribadi
yang timbul dari perjanjiannya selain kepada pengadilan, yang dalam hal ini dapat
diajukan kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta.

Dalam setiap perjanjian yang berisi hubungan hukum hutang piutang di antara
para pihak yang membuatnya, maka secara yuridis akan menimbulkan hak bag; pihak
kreditur untuk menagih hutang pada pihak debiturnya. Sebagai konsekuensinya akan
timbul pula kewajiban dari pihak debitur untuk melunasi hutang tersebut pada pihak

krediturnya. Karena hak untuk menagih hutang ini timbul dari perjanjian hutang
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piutang, maka hak ini hanya berlaku bagi para pihak vang terikat dalam perjanjian
hutang piutang dan tidak berlaku bagi pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian
hutang piutang tersebut. Selanjutnya apabila timbul perselisihan hutang piutang
antara kreditur dengan debiturnya yang disebabkan debitur tidak memenuhi
kewajibannya untuk melunasi hutangnya yang telah Jatuh waktu dan dapat ditagih
kepada krediturnya dan untuk menegakkan atau melaksanakan hak kreditur untuk
menagih piutangnya yang telah Jatuh waktu dan dapat ditagih pada debiturnya
tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk sengketa perdata yang berisi tuntutan
pembayaran hutang debitur kepada krediturnya, maka dalam hal ini penyelesaian dari
sengketa tersebut juga hanya berlaku bagi kreditur yang menuntut pelunasan
piutangnya tersebut dengan debiturnya yang terikat dalam petjanjian hutang piutang
yang menimbulkan sengketa tuntutan pembayaran hutang debitur kepada krediturnya
itu, dan tidak berlaku bagi pihak lain vang tidak terikat dalam perjanjian hutang
piutang terscbut, termasuk didalamnya kreditur-kreditur lain dari debitur yang
bersangkutan yang Juga tidak terikat dalam perjanjian hutang piutang tersebut.
Sehingga perselisihan hutang piutang yang diwujudkan dalam bentuk sengketa
perdata yang berisi tuntutan pembayaran hutang debitur kepada krediturnya selain
dapat diajukan penyelesaiannya kepada pengadilan, juga dapat diajukan kepada
arbitrase sclaku peradilan partikelir atau swasta apabila para pihak menghendakinya.

Sebagaimana telah dinyatakan pada bagian atas bahwa ketentuan hukum
kepailitan merupakan sarana hukum yang disediakan untuk mengupayakan
penyelesaian adil dalam  masalah hutang piutang antara debitur dengan para
krediturnya. Apabila digali lebih dalam konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik
tolak dari ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH
Perdata menyatakan bahwa

“ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
baik yang sudah ada Mmaupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala peri katannya perseorangan “.
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Agar supaya dalam pembagian terhadap benda-benda tersebut tidak terjadi pilih
kasih di antara para kreditur, maka ditentukan dalam pasal 1332 KUH Perdata, yang
menyatakan bahwa -

(13

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut
keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila
diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan .

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya terhadap para krediturnya apabila
debitur melakukan kelalaian atau wanprestasi, dan para kreditur mendapat kepastian
hukum bahwa seluruh harta kekayaan debiturnya tersebut menjadi jaminan bagi
pembayaran hutang-hutangnya pada semua krediturnya. Dalam rangka mencegah
tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur yang beritikad buruk akan
mengambil barang-barang debitur dengan harapan sebagai pelunasan dari piutangnya
dengan merugikan para kreditur lain termasuk mencegah terjadinya pilith kasih olch
debitur kepada kreditur lainnya, maka diberlakukan ketentuan hukum kepailitan
dalam usaha menjamin adanya ketertiban dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban
pembayaran hutang-hutang  debitur kepada para krediturnya ( Situmorang dan
Sockarso, 1994:6).

Konsekuensi dari pihak debitur yang dinyatakan pailit adalah diadakannya
penyitaan umum atas scluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua
krediturnya, yang selanjutnya hasil penjualan (pelelangan) harta atau boedel pailit itu
akan dibagikan kepada para krediturnya secara seimbang menurut besar kecilnya
piutang masing-masing (kecuali apabila di antara para krediturnya ada alasan-alasan
yang sah untuk didahulukan pembayarannya) di bawah pengawasan petugas yang
berwenang vyaitu kurator yang telah ditunjuk untuk itu.

Debitur yang hanya memiliki seorang kreditur saja tidak dapat dinyatakan pailit
dan UU No.4/1998 Tentang Penetapan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, telah memberikan
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pembatasan dalam hal persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit yang
dicantumkan dalam pasal | ayat (1)nya, yaitu apabila debitur mempunyai dua atau
lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang vang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih. Dari perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dinyatakan
pailit tidak disyaratkan bagi debitur tidak membayar hutang-hutangnya kepada semua
krediturnya, tetapi syaratnya cukup jika debitur memiliki lebih dari seorang kreditur
dan debitur tidak membayar kepada sedikitnya satu orang krediturnya yang
piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Setiawan, 1998:97).

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk perkara-perkara
kepailitan tidaklah dapat diajukan penyelesaiannya  kepada  arbitrase. Karena
meskipun dalam perjanjian hutang piutang akan menimbulkan hak bagi kreditur
untuk menagih hutang pada debiturnya dan hanya berlaku bagi pihak debitur dan
krediturnya yang terikat dalam perjanjian tersebut, akan tetapi apabila timbul
perselisthan hutang piutang antara kreditur dengan debiturnya vang bersumber dari
perjanjian hutang piutang dan untuk menyelesaikan perselisihan hutang piutang
tersebut kemudian diaktualisasikan dalam bentuk permohonan pernyataan pailit,
karena debitur juga telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana
diatur dalam pasal | ayat (1) UU No.4/1998, maka dalam hal ini putusan kepailitan
yang dijatuhkan kepada debitur vang dimohonkan pailit tersebut tidak hanya berlaku
bagi pihak debitur dan krediturnya yang terikat dalam perjanjian hutang piutang yang
menimbulkan perkara kepailitan itu. tetapi berlaku bagi semua pihak yang juga
berstatus sebagai kreditur dari debitur yang dipailitkan tersebut meskipun tidak terikat
dalam perjanjian hutang piutang yang menimbulkan perkara kepailitan tersebut.
Sehingga kepailitan sebenarnya merupakan pertanggungjawaban debitur atas segala
hutang-hutangnya kepada semua krediturnya dengan Jaminan seluruh harta
kekayaannya.

Oleh karena itu kepailitan pada hakekatnya bertujuan untuk melakukan

penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit untuk
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kepentingan semua krediturnya. Yang selanjutnya hasil penjualan semua harta
kekayaan debitur pailit tersebut akan dibagi-bagikan pada semua krediturnya.
Jatuhnya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit inilah
yang menyebabkan debitur pailit tidak lagi dapat melakukan tindakan pengurusan dan
penguasaan atas seluruh harta kekayaannya. Sebab adanya penyitaan mengakibatkan
Sescorang yang harta bendanya disita kehilangan kewenangan untuk melakukan
tindakan pengurusan dan penguasaan atas hartanya yang disita itu. Dan dengan
adanya unsur penyitaan atas harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit di dalam
mekanisme kepailitan, maka sekaligus lebih memperjelas bahwa perkara kepailitan
tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau
swasta. Dalam berperkara melalui arbitrase tidak terbuka kemungkinan untuk
mengadakan penyitaan atas harta kekayaan debitur oleh para arbiter yang mengadili
perkaranya. Karena dalam peraturan mengenai arbitrase, yaitu dalam pasal 615
sampai dengan pasal 651 RV, tidak ada ketentuannya yang menyebutkan bahwa para
arbiter dapat membuat perintah sitaan. 1al tersebut memang dianggap wajar dalam
konstruksi acara berperkara melalui  arbitrase. karena arbitrase bukan instansi
peradilan yang mempunyai aparatur tersendiri untuk melakukan paksaan, meletakkan
sita dan  scbagainya, sepertt  misalnya  juru  sita pada Pengadilan Negeri
(Gautama, 1998:50).

Alasan tentang perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada
arbitrase, lebih dipertegas lagi dengan adanya ketentuan pasal 280 ayat (1) UU No.
4/1998 Tentang Penetapan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Tentang kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa -

Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang
scbagaimana dimaksud dalam BARB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan
diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum
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Dalam penjelasan pasal 280 ayat (1) UU No. 4/1998 tersebut berbunyi :

* Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan
kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang
tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga .

Berdasarkan rumusan yuridis di atas maka dapat diartikan bahwa hanyalah
Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara
kepailitan berdasarkan UU No.4/1998 atau dengan kata lain UU No.4/1998 telah
memberikan kewenangan eksklusif kepada Pengadilan Niaga sebagai bagian dari
peradilan umum dalam kapasitas hukum sebagai satu-satunya badan peradilan yang
berwenang untuk mengadili perkara-perkara  kepailitan, Sehingga tidak ada
pengadilan atau lembaga lain yang berwenang untuk mengadili perkara kepailitan dan
menyatakan pailit pada pihak debitur selain daripada Pengadilan Niaga.

Jadi meskipun di dalam suatu perjanjian juga mengandung atau mencantumkan
klausula arbitrase, maka tidak menyebabkan badan arbitrase yang telah ditunjuk
menjadi berwenang untuk mengadili perkara kepailitan yang timbul dari perjanjian
tersebut. Walaupun yurisprudensi juga telah mengakui kompetensi absolut dari
arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian  yang
mengandung klausula arbitrase. Karena dalam masalah kepailitan yang secara khusus
diatur dalam UU No.4/1998 telah memberikan pembatasan yang tegas dalam hal
penyelesaian dari perkara-perkara kepailitan yang hanya dapat diajukan kepada
Pengadilan Niaga. Maka tidak ada pengadilan atau lembaga lain termasuk di
dalamnya arbitrase yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara kepailitan
sclain daripada Pengadilan Niaga. Sehingga dalam hal ini, Pengadilan Niaga tetap
berwenang untuk mengadili perkara kepailitan meskipun di dalamnya mengandung

klausula arbitrase.
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3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung R.I. Dalam Putusan
No. 013 PK/N/1999

Akibat putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan
pernyataan pailit dari PT. ENINDO, maka akhirnya termohon pailit yaitu PT. Putra
Putri Fortuna Windu dan PPF. International Corporation mengajukan permohonan
peninjauan kembali, dengan mempergunakan alasan  peninjavan  kembali sebagai
berikut :

1. Terdapat kesalahan berat dalam mencrapkan hukum, yaitu pasal 184 (b) (c) juga
pasal 178 sub | HIR serta pasal 8 dan pasal 284 ayat (1) PERPU No. /1998 Jo.
UU No.4/1998.

2. Adanya Novum berupa surat pernyataan dari H. Andi Badarussamad, yang
bertindak atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannae, yang intinya
kelompok tani ini tidak mengkategorikan diri sebagai kreditur dalam perkara
kepailitan ini.

Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat peninjauan kembali
memberikan pertimbangan hukum yang intisarinya yaitu -

Dalam putusan kasasi terdapat kesalahan berat menerapkan pasal 8 UU
No.4/1998, dengan alasan yuridis bahwa menurut pasal 8 UU No.4/1998 ditetapkan
bahwa permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung
sejak tanggal putusan  ditetapkan. Sedangkan putusan tersebut ditetapkan atau
diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999 yang berarti tenggang waktu 8 hari harus
dihitung sejak tanggal 31 Maret 1999 schingga tenggang waktu berak hir pada tangpal
7 April 1999, Dan permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 8 April 1999,
padahal tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingpa permohonan kasasi tersebut
telah melampaui tenggang waktu sesuai pasal 8 UUJ No.4/1998.

Tanpa perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, maka
putusan kasasi tersebut harus dibatalkan. Dibatalkannya putusan kasasi tersebut,
maka secara otomatis yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niapa No.

14/Pailit/1999.  Dalam putusannya tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
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menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut, dengan alasan
karena adanya klausula arbitrase.

Mengenai adanya klausula arbitase dalam hubungannya dengan Pengadilan
Niaga, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 280
ayat (1) UU No.4/1998 ditentukan bahwa semua permohonan pernyataan pailit dan
penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-
undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Jadi disini Pengadilan
Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesatkan permohonan
kepailitan. Sedangkan berdasarkan pasal 3 UU No.14/1970 Jo. pasal 377 HIR dan
pasal 615-651 RV. telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase
memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian
dalam kedudukan sebagal extra judicial. Yurisprudensi juga telah mengakui legal
effect yang memberikan kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan
sengketa yang timbul dari perjanjian sesuai asas Pacta Sunt Servanda dalam pasal
1338 BW. Akan tetapi kewenangan absolut dari arbitrase dalam kedudukannya
sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga
untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan sesuai dengan PERPU No.1/1998
Jo. UU No.4/1998 sehagai undang-undang khusus (special law).

Dengan pertimbangan di atas, maka majclis peninjauan kembali membatalkan
putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili
perkara kepailitan tersebut. Karena sifat penyelesaian perkara kepailitan vang cepat,
sederhana dan dengan pembatasan wakiu penyelesaiannya, maka majelis peninjauan
kembali mengadili sendiri perkara kepailitan tersebut dengan mempertimbangkan
apakah termohon I dan Il memenuhi persyaratan untuk dipailitkan.

Persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit diatur dalam pasal 1 ayat (1)
UU No.4/1998, yaitu apabila debitur mempunyai dua atau Iebih kreditur dan tidak
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Mengenai syarat adanya dua atau lebih kreditur, majelis peninjauan kembali

berpendirian  bahwa  berdasarkan perjanjian managemen TURNKEY yang
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mengadakan hubungan hukum adalah PT. ENINDO dan PT. Putra Putri Fortuna
Windu, tetapi dengan adanya surat sanggup bayar maka kewajiban PT. Putra Putri
Fortuna Windu yang juga bersumber dari perjanjian managemen TURNKEY, telah
beralih kepada PPF International Corporation. Sehingga yang menjadi debitur dari
PT. ENINDO hanyalah PPF International Corporation  saja. Sedangkan dalam
permohonan tidak dinyatakan adanya kreditur lain, selain PT. ENINDO dan
Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannae, maka PT. Putra Putri Fortuna Windu
(termohon 1) dan PPF. International Corporation (termohon 11) masing-masing hanya
memiliki satu kreditur, yaitu PT. ENINDO (pemohon 1) menjadi kreditur dari PPF.
International  Corporation (termohon [1) dan Kelompok Tani Tambak FSSP
Maserrociannae (pemohon 11) menjadi kreditur dari PT. Putra Putri Fortuna Windu
(termohon I).

Dengan demikian syarat adanya dua atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 tidak terpenuhi. Oleh karena itu permohonan
kepailitan dari pecmohon harus ditolak Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka
majelis Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali memberikan putusan

sebagai berikut :

Mengadili :

— Mengabulkan permohonan peninjauan kembali.

— Membatalkan putusan MA No. 012 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat No. 14/pailit/1999/PN Niaga Jkt Pst.

Mengadili kembali -

— Menolak permohonan pailit dari pemohon.
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3.3 Kajian

Ketentuan hukum kepailitan yang secara khusus diatur dalam UU No.4/1998
Tentang Penctapan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Tentang kepailitan Menjadi Undang-Undang, telah memberikan pembatasan yang
tegas dalam hal penyelesaian dari perkara-perkara kepailitan yang hanya dapat
diajukan kepada Pengadilan Niaga. Sebagaimana dapat disimak dalam pasal 280
ayat (1) UU No.4/1998, yang menyatakan bahwa -

[

Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang
scbagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAR KEDUA, diperiksa dan
diputuskan oleh Pengadilan Niaga vang berada di lingkungan peradilan umum “

Sedangkan penjelasan pasal 280 ayat (1) UU No.4/1998 terscbut berbunyi :

° Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan
kewajiban pembayaran utang yang diajukan sctelah berlakunya undang-undang

tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga .

Sehingga dapat dikatakan bahwa UU No.4/1998 telah memberikan kewenangan
ckslusif kepada Pengadilan Niaga scbagai bagian dari peradilan umum dalam
kapasitas hukum scbagai satu-satunya badan peradilan yang berwenang untuk
mengadili perkara-perkara kepailitan.

Oleh karena itu apabila di dalam suatu perjanjian juga mengandung atau
mencantumkan klausula arbitrase. maka tidak menyebabkan badan arbitrase yang
telah ditunjuk menjadi berwenang untuk mengadili perkara kepailitan yang timbul
dari perjanjian terscbut. Walaupun yurisprudensi juga telah mengakui kompetensi
absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian vang
mengandung klausula arbitrase. Karena hanyalah Pengadilan Niaga yang diberikan
kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan berdasarkan UU No.4/1998
Maka tidak ada pengadilan atau lembaga lain termasuk didalamnya arbitrase, yang

berwenang untuk mengadili perkara-perkara kepailitan selain daripada Pengadilan
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Niaga. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk mengadili
perkara kepailitan meskipun didalamnya mengandung klausula arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun - sependapat dengan  putusan
Mahkamah Agung R.I1. No. 013 PK/N/1999 vang membatalkan putusan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan
tersebut dengan alasan karena adanya klausula arbitrase.

Majelis Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali telah benar
menerapkan  ketentuan pasal 8 UU No.4/1998 sebagai alasan yuridis untuk
membatalkan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi dalam perkara kepailitan
ini. Karena dalam putusan kasasi tersebut terdapat kesalahan berat menerapkan pasal
8 UU No.4/1998, yang pada intinya menentukan bahwa permohonan kasasi atas
putusan permohonan pernyataan pailit diajukan dalam Jangka waktu paling lambat 8
hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Sedangkan
permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. ENINDO secara formal jelas telah
melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana telah diatur
dalam pasal 8 UU No.4/1998 tersebut. Oleh karena itu permohonan kasasi yang
diajukan oleh PT. ENINDO scharusnya ditolak olch majelis kasasi Mahkamah Agung
tanpa mempertimbangkan materi perkaranya,

Pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 juga sudah benar diterapkan olch majclis
Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali. Dalam pasal tersebut diatur
persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit, yaitu apabila debitur mempunyai
dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang vang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih. Sedangkan persyaratan tentang debitur mempunyai dua atau
lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 tersebut
tidak terpenuhi dalam perkara kepailitan ini. Sebab PT. ENINDO menjadi kreditur
dari. PT. Putra Putri Fortuna Windu Karena adanya perjanjian managemen
TURNKEY, dan PT. Putra Putri Fortuna Windu harus membayar kepada PT.
ENINDO uvang sebesar US$ 496.284. Sedangkan PT. ENINDO menjadi kreditur dari

PPT International Corporation karena adanya surat sanggup bayar yang menempatkan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

39

PPF International Corporation sebagai pihak yang bersedia membayar uang sebesar
US$ 496.284 tersebut.

Jadi berdasarkan perjanjian managemen TURNKEY yang mengadakan
hubungan hukum adalah PT. ENINDO dengan PT. Putra Putri Fortuna Windu, akan
tetapi dengan adanya surat sanggup bayar tersebut maka kewajiban dari PT. Putra
Putri Fortuna Windu yang bersumber dari perjanjian managemen TURNKEY telah
beralih kepada PPF International Corporation. Sehingga yang menjadi debitur dari
PT. ENINDO hanyalah PPF International Corporation saja.

Sedangkan dalam permohonan pernyataan pailit tidak disebutkan adanya
kreditur lain selain PT. ENINDO dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannace
sebagai kreditur dari PT. Putra Putri Fortuna Windu. Sehingga PT. Putra Putri
Fortuna Windu selaku termohon 1 dan PPF. International Corporation selaku
termohon Il masing-masing hanya memiliki satu kreditur saja, yaitu PT. ENINDO
menjadi kreditur dari PPF. International Corporation sedangkan Kelompok Tani
Tambak FSSP Maserrociannae menjadi kreditur dari PT. Putra Putri Fortuna Windu

Dengan demikian maka persyaratan tentang debitur mempunyai dua atau lebih
kreditur schagaimana dimaksud dalam pasal | ayat (1) UU No.4/1998 tidak
terpenuhi. Oleh karena itu permohonan pernyataan patlit yang diajukan PT. ENINDO
ditolak olch majelis Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat peninjauan

kembali.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan UU No.4/1998, maka hanyalah Pengadilan Niaga yang diberikan
kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan. Schingga tidak ada
pengadilan atau lembaga lain termasuk didalamnya arbitrase yang berwenang
untuk mengadili perkara-perkara kepailitan sclain daripada Pengadilan Niaga.
Oleh karena itu putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang
mengadili perkara kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO dengan alasan
karena adanya klausula arbitrase dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam
putusan peninjauan kembali.

Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali mengadili sendiri perkara
kepailitan tersebut dan menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit yang
diajukan oleh PT. ENINDO dengan pertimbangan hukum bahwa persyaratan
debitur mempunyai dua atau lebih kreditur scbagaimana dimaksud dalam pasal 1

ayat (1) UU No.4/1998 tidak terpenuhi dalam perkara kepailitan tersebut.

4.2 Saran

1.

Hendaknya para hakim Pengadilan Niaga lebih memahami Jiwa dan isi dari UU
No.4/1998, agar di kemudian hari Pengadilan Niaga tidak mengeluarkan putusan
yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan yang diajukan
kepadanya dengan alasan apapun.

Meskipun persyaratan untuk dinyatakan pailit pembuktiannya bersifat sederhana
atau sumir, tetapi hendaknya para hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung
lebih teliti dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara kepailitan yang
ditanganinya. Agar dapat dihasilkan putusan kepailitan yang benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan.

40
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